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PERATURA GUBERNUR RIAU
NOMOR TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERJ{UR RIAU NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA T'SA

Menimbang : a.

GUBERNUR RIAU'

bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman Pengelolaro K.uu.ngan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

DalamNegeriNomo'2ITahun2oTltentangPerubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun2006tentangPedomanPengelolaanKeuangan
Daerah,pergeseran.''tu''rincianobjekbelanjaberkenaan
dapat aiiat<ut<an atas persetujuan PIPKD dan pergeseran

".tt* objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan

atas persetujuan Sekretaris Daerah;

bahwa berd.asarkan Pasal 762 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6)

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2ao6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2OII
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam-

Negeri\omor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

xeiangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakuka-n
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, termasuk
tehnja untuk keperluan mendesak yang kriterianya
mencakup progra_In dan kegiatan pelayanan dasar

-u..y"trkat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun

Anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang

*prtit. ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
'besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, periu
ditindaklanjuti;
bahwa berdasarkan angka v.11 Lampiran I Feraturarr
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2079 tentartg
pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanjar

Daerah Tahun 2020, dinyatakan Dalam ha1 penganggara-n
pagu alokasi DAK dalam APBD Tahun Anggaran 2O2O tidak
sesuai dengan pagu alokasi DAK lcerdasarkan Rencana
Kegiatan yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetuju.an
dari KlL, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian
atas penetapan pagu alokasi berdasarkan Rencafla
Kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu m'elakukan

b.

c.
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perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

APBD Tahun Angga ran 2O2O at"gatt pemberitahuan kepada

pimpinan DPRil: untuk setanj"utnya- dituangkan dalam

Peraturan Daerah tentang i.t:tt"T1i , 
APBD Tahun

Anggaran 2O2O atau ditampung dalam LTA bragi Pemerintah

Daerah yan;-tiJurt melakukJn perubahan APBD Tahun

Rngguru.n ZO1ZO, perlu ditindaklanj uti ;

d,. bahwa berdasarkan angka v.26 Lampiran I Peraturan

Menteri ptftm Negeri No*ot 33 Tahun 2OI9 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

DaerahTahun2o2o,antaralaindinyatakanPenyediaan
anggaran .,r,,'-rfu pt't^ttggulangan keadaan, darurat be ncana

alam/non alam, bencana 
"sosial' d'anlatau pemberian

bantuan t.prJu daerah lain dalam rangka penanggulangan

bencana .f^*/tto" alam d'anlatau bencana sosial dapat

memanfaatkan saldo arrggara.r- yang tersedia dalam Sisa

Lebih Perhitungan APBil tahun arlggararr sebelumnya'

melakuka,'t p.'-t!g"seran Belanja Tidak Terduga dan/atau

meiakukan ;"j??;"lan ulang atas program dan kegiatan

yangkurangmendesakdapat"dilaksanLkandenganterlebih
dahulumelakukanperubahanPeraturanKepalaDaerah
tentang e".t1aU^"'t npgO Tahun Anggaran 2O2O dengan

pemberitaftuan kepada pimpinan DPRD' untuk selanjutnya

dituangkan dalam Peraturan Dae rah tentang Perubahan

APBD iahun e"gg"."" 2O2.O atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang trd'ak melakukan perubahan APBD

Tahun Anggaran 202Q, perlu ditindaklanjuti;

e. bahwa berdasarkan angka V '4I Lampiran I Peraturan

MenteriDalamNegeriNo-o'33Tahun2oI9tentang
PedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja
Daerah Tahun 2O2O, dinjratakan Dalam hal Pemerintah

Daerah -"-prr.,yai kewajiban kepada pihak ketiga terkait

dengan pet eija..t yang telah selesai pada tahun anggaran

sebelumnya, akibat pemberian kesempatan kepada

penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga

melampaui Tahun Anggaran 2019 sesuai peraturan

p..r,t.d"rrg-undangan atau akibat putusan pengadilan yang

telah mempuny"i k.krratan hukum tetap (inkracht\ maka

harusdiangga.tankembalipadaakunbe.lanjadalamAPBD
Tahun a.ffu.^., 2O2O sesuai kode rekening berkenaan

dengan -eLiuk^n perubahan atas Peraturan Kepala Daerah

tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2O2O untuk
selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang

perubahanAPBDTahunAnggaran2o2oatauditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

perubahan Apgn Tahun Anggaran 2O2O' perlu

ditindaklanjuti
f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan

Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2ol9 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau

Tahun Anggaran 2O2O dinyatakan dalam keadaan darurat,
Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya' yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran

Pendapatan dan Beianja Daerah;



ob'

-3-

bahwaKeputusanGubernurRiauNomor:Kpts.i56/IIl2o2o
tentangPenetapanStatusSiagaDaruratBencanaKebakaran
HutandanLahanProvinsiRiauTahun2o2otanggalll
Februari 2O2O perlu ditindaklanjuti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, hurui b, huruf c, huruf d, huruf e' huruf I
dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun

2O1g tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O2O;

pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera

Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun lg57 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor l12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7646);

h.

Mengingat
I

: l-.

2.

5.

ao.

4.

6.

.7

Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara
Indonesia Tahun 2OO4

Negara Republik Indonesia

1 Tahun 2OO4 tentang
(Lembaran Negara Re Publk

Nomor 5, Tambahan Lembaran
Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa3Q;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagarmana telah drubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2OI5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pe merintah Nomor 17 Tahun 20 i 8 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i8
Nomor 34);

B.
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g. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik InJonesia Tahun 2OIO Nomor I23' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

lo.PeraturanPemerintahNomort2Tahun2ol9tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran. Negara Republik

Indonesia Tahun zotg Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

ll.PeraturanPresidenNomor16Tahun2olstentangtentang
Pengad.aan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

nepirUtit< Indonesia tahun 2OI8 Nomor 33);

12. Peraturan Menteri Dalam
tentang Pedoman Pen

sebagaimana telah diubah
Peraturan Menteri Dalam
tentang Perubahan Kedua
NegeriNomor13Tahun2006TentangPedomanPengelolaan
KeuanganDaerah(BeritaNegaraRepulcliklndonesiaTahun
2}lt Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OI5

tentangPembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegara
RepublikIndonesiaTahun2oISNomor2036\sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2O181entang Perubahan Atas Peraturan Menteri

DalamNegeriNomor80Tahun2Ol5tentangPembentukan
ProdukHukumDaerah(BeritaNegaraRepubliklndonesia
Tahun 2OI9 Nomor 157);

14. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2ot9
tentangPed.omanPenyusunanAnggaranPendapatandan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 29?9 (Berita Negara

RepuUtik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 655 );

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2019

tentangAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahun
Anggaran zozo (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2ol9
Nomor 12);

Menetapkan

MEMUTUSI{AN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTAIiIG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 58 TAHUN 2OL9

TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O.

Pasal I

1. Ketentuan d.alam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan

LampiranVPeraturanGubernurRiauNomor53Tahun
2O1g tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah Provinsi Riau

Tahun 2}lg Nomor 57) diubah sebagaimana tercantum
d.alam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran

IV yang meiupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini'
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atakqn tidak berlaku'

Pasal II

PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin-ya' memerintahkan

pSrrglrrra.ngutr' Peraturin Gubernur ini dengan penempatannya

a"f"I- Berita Daerah Provinsi Riau'

sveusuA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2O2O NOMO

Diund angkan dni Pekanbaru
p^a" tanlgal
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